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Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris):

Tulisan ini menganalisis pengaturan dan penerapan bukti tidak langsung dalam perkara persekongkolan
tender khususnya dalam Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2022. Tulisan ini disusun dengan menggunakan
metode penelitian doktrinal. Bukti tidak langsung adal ah salah satu aspek dalam hukum persaingan usaha
yang mengandung perdebatan di Indonesia, walaupun dalam praktik internasional telah diakui sejak lama.
Putusan pengadilan tidak selalu mengakui bukti tidak langsung, terdapat pula putusan pengadilan yang
mengakui tetapi bukti tidak langsung tidak diposisikan sebagai aat bukti pada Pasal 42 UU Persaingan
Usaha. Di tengah perdebatan tersebut, KPPU menerbitkan Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender yang mana salah satu isinya menjelaskan tentang
bukti tidak langsung termasuk dengan mendasarkan penjelasan bukti tidak langsung pada OECD Policy
Brief June 2007. Oleh sebab itu, dinamika pengaturan bukti tidak langsung dalam persekongkolan tender
dipandang penting untuk dikaji, termasuk pula penerapannya pada putusan perkara. Terhadap perkembangan
dinamika pengaturan, disimpulkan bahwa KPPU telah memperhatikan praktik internasional dari bukti tidak
langsung serta memperhatikan perkembangan teknologi terhadap pembuktian persekongkolan tender yang
telah diterapkan lebih dulu di negara lain. Terhadap penerapan pengaturan bukti tidak langsung dalam
putusan, Putusan Nomor 17/KPPU-L/2022 oleh Majelis Komisi dalam pertimbangannya mengandung tiga
kekeliruan. Majelis Komisi merujuk ketentuan bukti tidak langsung pada peraturan terkait penanganan
perkara yang belum dapat diterapkan; tidak merujuk penjelasan bukti tidak langsung pada Peraturan K etua
KPPU No. 3 Tahun 2023 yang telah menjelaskan bukti tidak langsung sesuai dengan OECD; serta Majelis
Komis tidak membedakan antara fakta yang merupakan bukti komunikasi dengan yang merupakan bukti
ekonomi.

...... This paper analyzes the regulation and application of indirect evidence in bid rigging cases specifically
in KPPU Decision No. 17/KPPU-L/2022. This paper is prepared by using the doctrinal research method.
Indirect evidence is one aspect of competition law that is contentious in Indonesia, although in international
practice it has been recognized for along time. Court decisions do not always recognize indirect evidence,
there are also court decisions that recognize but indirect evidence is not positioned as evidence in Article 42
of the Competition Law. In the midst of this debate, KPPU recently issued KPPU Chairman’s Regulation
No. 3 of 2023 concerning Guidelines for the Prohibition of Bid Rigging, one of which explains indirect
evidence including by basing the explanation of indirect evidence on the OECD Policy Brief June 2007.
Therefore, the dynamics of indirect evidence regulation of bid rigging are considered important to be
studied, including its application in case decisions. In regard to the development of regulation, it was
concluded that KPPU has paid attention to international practices of indirect evidence as well as paying
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attention to technological developmentsin the proof of bid rigging that have been previously applied in
other countries. In regard to the application of indirect evidence regulation in the decision, Decision Number
17/KPPU-L/2022 by the Commission Panel, in its consideration contained three errors. The Commission
Panel referred to the provisions of indirect evidence in the regulation related to case handling that could not
yet be applied; did not refer to the explanation of indirect evidence in the KPPU Chairman Regulation No. 3
of 2023 which had explained indirect evidence in accordance with the OECD; and the Commission Panel
did not distinguish between facts that constituted communication evidence and those that constituted
economic evidence.



